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T E N T A N G  
 

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2004 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,  

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 91 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 
Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2004; 

    b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2004 yang disampaikan 
oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Mei 2005 perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 

        
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 

Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1622); 

    2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389); 

    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

    4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4165); 

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 TAhun 1975 tentang Contoh-contoh Cara 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata 
Administrasi Bendaharawan Daerah;  

    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2 Tahun 1996; 

    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 
Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

    11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan 
Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

    12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan 
Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

